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Kota Yogya Widiastuti, menjelaskan

dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) terdapat

klausul jika pemberian anggaran

untuk pilkada bisa sekaligus mau-

pun bertahap. 

"Kementerian Dalam Negeri sa-

ngat memahami kondisi keuangan

di tiap daerah berbeda-beda. Bagi

daerah yang tidak memungkinkan,

bisa dicairkan dua tahap. Tapi kita

akan cairkan satu tahap sesuai kebi-

jakan dari Tim Anggaran Peme-

rintah Daerah (TAPD) Kota Yogya,"

jelasnya, Selasa (17/10).

Menurutnya, pada Pilkada 2017

lalu pihaknya juga mencairkannya

dalam satu tahap. Apalagi ketersedi-

aan anggaran untuk kepentingan

tahun 2024 sudah masuk dalam

perencanaan. Termasuk untuk ke-

butuhan pilkada yang dibebankan

pada APBD. Semua kebutuhan

KPU dan Bawaslu Kota Yogya juga

dapat dipenuhi sesuai pengajuan.

Masing-masing sekitar Rp 34 miliar

untuk KPU Kota Yogya dan Rp 11

miliar untuk Bawaslu Kota Yogya.

Widiastuti menambahkan, Nas-

kah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD) untuk Pilkada 2024 kepada

dua lembaga penyelenggara pemilu

tersebut juga akan dilakukan dalam

waktu dekat. Harapannya, begitu

tahapan Pilkada 2024 yang akan

dimulai pada November 2023 men-

datang, anggaran sudah bisa di-

cairkan. 

"Ketika APBD Perubahan 2023

sudah bisa dijalankan maka NPHD

dengan KPU Kota Yogya dan

Bawaslu Kota Yogya maka akan kita

tandatangani bersama," tandasnya.

Jika dibandingkan dengan da-

erah lain di DIY, diakuinya

anggaran Pilkada 2024 di Kota

Yogya terbilang cukup rendah. Hal

ini karena jumlah TPS maupun

jumlah pemilih juga paling sedikit

dibanding daerah lain. Total ada

1.298 TPS dan 321.645 orang pemi-

lih, serta sebaran pemilih cukup

mudah diakses.

Sementara itu, Komisioner KPU

Kota Yogya Frengky Argitawan

Mahendra, mengaku pihaknya sa-

ngat beruntung bisa memperoleh

gudang untuk penyimpanan logistik

di area Kota Yogya. Berbeda pada

gelaran pemilu sebelumnya yang

harus menyewa gudang di luar kota

sehingga pengamanan dan penja-

gaannya harus melibatkan banyak

pihak. "Untuk yang sekarang al-

hamdulillah kita bisa mendapat gu-

dang di wilayah Kota Yogya, tepat-

nya di Jalan Pramuka," tandasnya. 
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Dana Hibah Pilkada 2024 Rp 45 M Dicairkan Sekaligus
YOGYA (KR) - Pemkot Yogya memilih untuk men-

cairkan dana hibah untuk kebutuhan Pilkada 2024
sebesar Rp 45 miliar dalam satu tahap atau sekaligus.
Hal ini lantaran ketersediaan anggaran daerah yang di-
pastikan mencukupi.

YOGYA(KR) - Indonesian Society of

Steel Construction (ISSC), sebuah aso-

siasi masyarakat yang peduli pada per-

kembangan dan kemajuan dunia kon-

struksi baja di Indonesia, mengadakan

roadshow bertajuk 'ISSC Goes To Cam-

pus'. Pada putaran ke-11, ISSC Goes To

Campus digelar di Universitas Jana-

badra (UJB) Yogyakarta, Senin (16/10).

Ketua ISSC Goes To Campus,

Edison Manurung menuturkan, road-

show ISSC Goes To Campus dimulai

September 2023 dan akan menyasar

24 kampus di Pulau Jawa dan Bali,

salah satunya Universitas Janabadra.

Workshop menghadirkan narasumber

dari kalangan praktisi maupun

akademisi Dr Miftakhul Iman (Dosen

Magister Teknik Sipil UJB) menjadi

salah satu narasumber workshop ini.

"Kegiatan ISSC Goes To Campus

bertujuan membagikan pengalaman

dan ilmu tentang konstruksi baja de-

ngan bekerja sama beberapa kampus

dan mitra ISSC," terang Edison saat

acara pembukaan.

Acara diikuti oleh mahasiswa dan

dosen Teknik Sipil FT UJB, alumni,

perwakilan perusahaan kontraktor

dan konsultan bidang konstruksi baja.

Turut hadir Rektor UJB Dr Risdiyanto

ST MT, Dekan FT UJB Fatsyahrina

Fitriastuti SSi MT, Sekretaris Umum

ISSC Singgih Wasesa (mewakili Ketua

Umum ISSC), Eksekutif Komite ISSC

sekaligus alumni Teknik Sipil UJB Ir

Rissafi'i. Di sela acara workshop di-

lakukan penandatanganan MoU an-

tara ISSC dan Fakultas Teknik UJB,

penyerahan plakat dan buku katalog

produk baja Indonesia.

Menurut Edison, selain sebagai wa-

hana memperkenalkan dunia industri

konstruksi baja nasional kepada ka-

langan akademisi, ISSC Goes To

Campus menjadi program pembela-

jaran dan pelatihan konstruksi baja ba-

gi mahasiswa sekaligus membuka ke-

sempatan mahasiswa magang di in-

dustri konstruksi baja. "Acara road-

show ini merupakan salah satu misi

dari ISSC dalam upaya meningkatkan

daya saing SDM di bidang konstruksi

baja nasional," ujarnya.

Rektor UJB menyambut baik ISSC

Goes To Campus digelar di UJB.

Menurutnya UJB selalu membuka diri

untuk bekerja sama dengan berbagai

pihak, salah satunya ISSC memperke-

nalkan lebih jauh tentang industri kon-

struksi baja. "Kalau mencermati era

sekarang, kita tidak bisa mendapatkan

ilmu pengetahuan hanya dari kampus,

karena pasti akan kalah dengan per-

kembangan di dunia industri, maka

mahasiswa perbanyak belajar melalui

forum-forum seperti ini juga dari sum-

ber-sumber lain di internet," katanya.

Singgih Wasesa mengatakan, harap-

an dari program ISSC Goes To Campus

adalah memajukan industri konstruk-

si baja nasional dengan melibatkan pi-

hak kampus. Caranya dengan men-

jalin kerja sama MoU dengan kampus

dan merealisasikan dalam kegiatan,

memberikan kesempatan mahasiswa

magang di industri konstruksi baja. 
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'ISSC GOES TO CAMPUS' DI UJB

Bagikan Ilmu Tentang Konstruksi Baja

YOGYA (KR) - Berdasarkan indeks kerawanan

Pemilu Bawaslu, terdapat 5 provinsi dan 85 kabupa-

ten/kota berkategori kerawanan tinggi. Selain itu,

berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Tahap III

Polri, terdapat 2 provinsi dan 1 kabupaten/kota

berkategori sangat rawan.

"Wilayah yang tergolong kerawanan tinggi dan sa-

ngat rawan, segera lakukan langkah antisipasi.

Sedangkan wilayah lainnya, jangan under estimate

dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik

mungkin," tegas Pj Walikota Yogyakarta Singgih

Raharjo SH MEd saat membacakan amanat Kapolri

dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata

Progo 2023-2024, Selasa (17/10) di halaman Balai

Kota Yogyakarta.

Acara yang digelar Polresta Yogyakarta ini. di-

hadiri jajaran Forkopimda, personel Polresta

Yogyakarta, prajurit TNI, Satpol PP, Dishub, jaga

warga, Linmas, Ormas dan lainnya. "Lakukan

pemetaan potensi konflik sosial secara detail di ma-

sing-masing wilayah dan selesaikan hingga ke akar

masalah," tandas  Singgih.

Apel gelar pasukan dilanjutkan pemusnahan

barang bukti hasil Operasi Cipta Kondisi jelang

Pemilu 2024 berupa ribuan knalpot brong, ribuan

botol miras oplosan dan ribuan obat berbahaya.

Pemusnahan dilakukan oleh Pj Walikota bersama

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Saiful Anwar

SSos SIK MH serta jajarannya, sebagai wujud komit-

men untuk menciptakan keamanan dan ketertiban

masyarakat (kamtibmas) yang kondusif menjelang

pesta demokrasi 2024.

"Kami telah menyita 2.754 knalpot brong dari April

hingga Oktober 2023. Sementara, jumlah miras

oplosan yang kita sita dari Juli hingga sekarang men-

capai 3.000 botol, sedangkan untuk obat berbahaya

jenis pil Yarindu kita sita 10.700 butir,"  jelas

Kapolresta. (Vin)-f

Ribuan Knalpot dan Miras Dimusnahkan

KR-Istimewa.

Pj Walikota dan Kapolresta memusnahkan BB hasil

operasi Cipta Kondisi jelang Pemilu 2024.

FGD IDI BADAN KESBANGPOL DIY

Pertahankan DIY Sebagai Daerah Demokrasi

KR-Istimewa

Dari kiri ke kanan, Nur Samsi Mualifah, Budi Masthuri, Erniati, Jafar Nawawi  dan

Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo.

CAPAIAN Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai
tertinggi di Seluruh Indonesia tahun 2022 diharap-
kan dapat dipertahankan pada tahun-tahun
berikutnya. Apalagi capaian IDI saat ini sudah
menjadi Indeks Kinerja Utama (IKU) Gubernur.

Keinginan kuat untuk mempertahankan capa-
ian IDI bagi DIY, terungkap dalam Focus Group
Discussion (FGD) IDI yang digelar Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY.
FGD yang dibuka Sekretaris Badan Kesbangpol
DIY, Nur Samsi Mualifah, SIP. FGD mengangkat
topik ÔMempertahankan DIY Sebagai Wajah
Demokrasi IndonesiaÕ menghadirkan narasum-
ber, Kepala Badan Intelegen Daerah (KaBinda)
DIY, Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo SIPMSi,
Kepala Perwakilan Ombudsman DIY, Budi
Masthuri, Komisioner Bidang Penyelesaian Seng-
keta Informasi Komisi Informasi Daerah (KID),
Erniati SIP MH dan Analis Bidang Sosial, Badan
Pusat Statistik (BPS) DIY, Jafar Nawawi SSi MSi.

Saat membuka forum, Nur Samsi Mualifah SIP
mengungkapkan capaian IDI DIY tertinggi secara
nasional, yakni 85,62 sangat disyukuri. Terlebih
selama ini sudah lama DIY tidak berada pada po-
sisi tertinggi. Karena itu, bagaimana ke depan
agar capaian ini bisa dipertahankan. Apalagi se-
jumlah daerah juga sedang berjuang untuk me-
ningkatkan kinerja demokrasinya, setelah mela-
kukan studi banding ke DIY.

Dalam kesempatan itu, baik Brigjen Rachmad,
Mudhi Masthuri dan Erniati mengungkapkan se-
jumlah potensi kerawanan yang dapat berpotensi
menurunkan nilai IDI DIY. Baik dari aspek kea-
manan, ketidakpuasan masyarakat atas layanan
dan diskriminasi hingga ketidakoptimalan dalam
penyediaan informasi.

Menurut  Brigjen Rachmad, ada kerawanan
menjelang dan saat Pemilu 2024. Namun
demikian, mengingat DIY merupakan barometer
nasional, maka diharapkan kondisinya men-
datang dalam keadaan aman dan nyaman.

Karena itu, langkah yang perlu dilakukan
adalah mengantisipasi munculnya masalah di se-
jumlah potensi kerawanan. Termasuk gesekan
massa, praktik politik uang hingga praktik politik
identitas.

Selain itu juga perlu mengantisipasi konflik intra
partai. Yakni konflik sesama partai karena rebutan
kursi. Demikian pula konflik antara peserta pemilu
dengan penyelenggara pemilu.

Sedangkan penanganannya, salah satunya
rule of the game yang didasarkan kepada kepen-
tingan nasional.

Sedangkan Budi Masthuri mengungkapkan
besarnya minat masyarakat menyampaikan pen-
gaduan lewat media sosial dibandingkan pengad-
uan melalui kanal yang disediakan oleh institusi
negara. Ketika melihat kanal media sosial yang
mengkhususkan pada pengaduan, bersliweran
ungkapan masyarakat.

Yang menarik, ketika membaca komentar dari
pengaduan di media sosial, 68 % negatif, 25 %
persen netral dan 12 % positif. Masyarakat begitu
leluasanya menyampaikan kritik. ÓBagus, tetapi
lama kelamaan bisa kontraprodiktif. Ternyata de-
struktif, menjadi bulliying. Potensi penyampaian
aspiratif, menjadi bias,Ó ujar Budi Masthuri.

Meski demikian, ketika mendapat pengaduan,
ketidakpuasan masyarakat harus meresponsnya.
Persoalan yang muncul, menjadi tantangan untuk
menciptakan inovasi penyelesaian masalah.

Sedangkan  Erniati SPMH mengingatkan pen-
tingnya keterbukaan informasi lembaga publik di
DIY. Indeks keterbukaan infomasi public, jadi in-
dikator IDI. Dalam memberikan informasi perlu
seluasnya tetapi tepat dan benar.

Ketepatan informasi tersebut, sebagai contoh
dalam laporan keuangan. Sebelum sampai ke
publik, telah diaudit lebih dahulu. Jangan sampai
informasi yang disampaikan masih belum
matang, sehingga berpotensi terjadi berubahan.

Jafar Nawawi dalam kesempatan itu berharap
agar IDI DIY tetap berada di atas, menyarankan
agar dilakukan terus kordinasi dengan instansi ter-
kait. Disamping terus melakukan kolaborasi
dalam upaya mempertahankan IDI DIY yang su-
dah menduduki posisi terbaik.

Bagaimanapun IDI menjadi IKU Gubernur, se-
hingga perlu diperjuangkan oleh jajarannya.   (*)-f

KR-Istimewa

Para peserta FGD IDI oleh Badan Kesbangpol DIY.

KR-Devid Permana

Jajaran pimpinan UJB dan ISSC serta peserta workshop 'ISSC Goes To

Campus'.


